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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Undang-Undang No 3 Tahun 2004 membatasi tugas dan kewenangan Badan 

Supervisi hanya pada bidang tertentu dan tidak berhak mengawasi bidang 

yang berhubungan dengan kemandirian Bank Indonesia sehingga berdasarkan 

Undang-Undang No 3 Tahun 2004 Badan Supervisi tidak dapat melaksanakan 

pengawasan dengan optimal dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari latar 

belakang pembentukan Badan Supervisi. 

2. Mekanisme pertanggungjawaban Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas-

tugasnya demi mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah setelah 

dibentuknya Badan Supervisi hanya sebatas informasi dan laporan tertulis 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang hanya mengatur 

mengenai pertanggungjawaban Bank Indonesia terhadap tugas-tugas yang 

telah dilaksanakan tetapi tidak mengatur mengenai pertanggungjawaban Bank 

Indonesia apabila tidak dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik 

sehingga tujuannya untuk menciptakan dan memelihara kestabilan nilai rupiah 

menjadi tidak tercapai. 
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B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka diberikan saran sebagai berikut : 

1. Meninjau kembali Undang-Undang No 3 Tahun 2004 sebab 

berdasarkan ketentuan ini pengawasan yang dilakukan oleh Badan 

Supervisi masih sangat terbatas dan pengawasan terhadap Bank 

Indonesia tidak seperti apa yang diharapkan dari latar belakang 

pembentukan Badan Supervisi itu sendiri.  

2. Pengawasan Badan Supervisi terhadap Bank Indonesia tidak hanya 

pada bidang tertentu akan tetapi sebaiknya Badan Supervisi diberikan 

tugas dan kewenangan yang lebih luas serta agar pengawasan 

terhadap kemandirian Bank Indonesia dapat tercapai dan semakin 

optimal serta mekanisme pertanggungjawaban Bank Indonesia juga 

harus diatur secara lebih tegas oleh undang-undang.  
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